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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DI KAMPUNG TANJUNG 

REJO, KECAMATAN NEGERI AGUNG,  

KABUPATEN WAY KANAN 

 

Oleh 

MADE YUNIA REDIANA 

 

Pemerintah merupakan penggerak pembangunan negara mempunyai kewajiban dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal 
pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, 

tidak efektif dan efisien sehingga diperlukan perubahan dari tingkat bawah 
pemerintahan yaitu dari desa atau kampung. Kemudian munculah konsep smart 
village yang mengacu pada peningkatan pelayanan berbasis digital dengan tujuan 

meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sehingga terwujudnya 
pelayanan prima. Kampung Tanjung Rejo yang berada di Kecamatan Negeri Agung, 

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kampung yang menerapkan program 
smart village. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menggunakan model implementasi George Edward III meliputi Komunikasi, 
Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, menunjukan bahwa program smart 
village dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparatur kampung dalam memberikan 

pelayanan berbasis digital sudah cukup baik. Namun terdapat beberapa hal yang 
menjadi kendala seperti sumberdaya yang belum optimal, anggaran yang terbatas 

serta belum adanya SOP terkait dengan pelaksanan program smart village di 
Kampung Tanjung Rejo. 

Kata kunci: Pelayanan, smart village, implementasi, Kampung Tanjung Rejo 
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ABSTRACT 

SMART VILLAGE PROGRAM IMPLEMENTATION IN TANJUNG REJO VILLAGE, 
NEGERI AGUNG DISTRICT, WAY KANAN REGENCY 

 

By 

MADE YUNIA REDIANA 

 

The government is the driver of state development and has an obligation to carry out 

its duties and functions to meet the needs of the community in terms of services.  
However, services are often described as convoluted, ineffective and inefficient 
processes, so changes are needed from the lower levels of government, namely from 

the village or village.  Then the smart village concept emerged, which refers to 
improving digital-based services with the aim of increasing community empowerment 

and involvement so that excellent service can be achieved.  Tanjung Rejo Village, 
which is in Negeri Agung District, Way Kanan Regency, is one of the villages that 
implements the smart village program.  This research uses a descriptive qualitative 

method with data collection methods through interviews, observation and 
documentation.  The results of research using George Edward III's implementation 

model including Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, 
show that the smart village program in improving the quality of village apparatus 
resources in providing digital-based services is quite good.  However, there are 

several things that are obstacles, such as resources that are not optimal, limited 
budget and the absence of SOPs related to implementing the smart village program 
in Tanjung Rejo Village. 

 Keywords: Services, smart village, implementation, Tanjung Rejo Village 
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MOTTO 
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dosa tetaplah dosa. Semua ada balasannya, Kau tidak bisa menghindari hasil 

dari perbuatan mu sendiri” 

-Sri Krisna- 
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“Jangan bersaing tentang apapun dengan siapapun, Kamu akan lelah dan 

kehilangan jati diri, Tapi bersainglah dengan dirimu yang kemarin dan 

berusahalah besok kamu lebih baik dan terus menjadi baik dalam segala hal” 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia telah memberikan 

perubahan yang cukup besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Pemerintah sebagai penggerak pembangunan negara dalam merespon 

masuknya era revolusi industry 4.0 dituntut untuk menerapkan teknologi 

informasi di berbagai tata kelola pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi 

telah menciptakan inovasi-inovasi baru yang tentunya mendukung 

kesejahteraan kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya era 

revolusi telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam 

bidang sosial, politik, ekonomi, kesehatan dan budaya, serta teknologi dan 

media. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk 

mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara 

pemerintahan memiliki tanggungjawab penuh dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Saidah et al., 2022). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam undang-undang desa tersebut menjelaskan bahwa 

pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kehidupan demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa 



2 
 

yang dimaksud disini terdiri dari empat bidang pembangunan yaitu 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan hakikat 

undang-undang desa yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 

desa agar tidak hanya dijadikan sebagai tempat pembangunan, tetapi lebih 

mandiri baik sebagai tempat maupun sebagai tempat pembangunan. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan cara dalam meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber 

daya, merancang kebijakan, program, kegiatan dan bantuan yang menjawab 

permasalahan dan kebutuhan mendesak masyarakat desa. Setiap desa harus 

meningkatkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang menerapkan berbagai 

inovasi-inovasi program kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dalam 

penyelenggaraan pemerintah negara, pemerintah kota dan desa. Konsep smart 

village sebagai salah satu janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Lampung yang berfokus pada peningkatan literasi internet dan layanan 

perpustakaan bagi warga desa, memfasilitasi digitalisasi administrasi desa dan 

e-participation serta melibatkan masyarakat hingga pelosok perdesaan dalam 

bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi 

online atau aplikasi. Maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 

36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung 2020-

2024 dengan menimbang, sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, 

responsif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan 

ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu dan 

terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkelanjutan 

di wilayah Provinsi Lampung. 
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2. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam 

bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa 

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan 

Smart Village di Provinsi Lampung. 

3. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada nomor 1 dan 2, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Smart 

Village Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. 

Program smart village adalah sebuah pengembangan dari program smart city, 

akan tetapi smart city hanya untuk perkotaan dan smart village untuk 

pedesaan. Pembangunan desa berbasis smart village adalah sebuah program 

kebijakan yang baru diterapkan di Provinsi Lampung. Program smart village 

merupakan sebuah wadah dalam pemanfaatan dan inovasi terhadap suatu 

potensi yang ada di desa untuk mengembangkan dan memajukan desa seperti 

meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan sumber daya manusia dan 

meningkatkan pelayanan berbasis digital seperti pelayanan administrasi desa, 

pendataan masyarakat miskin penerima bantuan, pendataan warga yang sudah 

vaksin, publikasi anggaran dan lain sebagainya (Maulana, 2022).  

Terdapat 3 (tiga) elemen pokok smart village yaitu smart government atau 

pemerintah cerdas, smart community atau masyarakat cerdas dan smart 

environment atau lingkungan cerdas. Ketiga elemen tersebut menjadi dasar 

dalam mencapai tujuan pengembangan program smart village. Dengan begitu, 

pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dalam hal pelayanan administrasi. Keinginan masyarakat 

yang beragam dan berbagai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan harus 

direalisasikan menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Desa dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Smart village sangat diperlukan agar desa-
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desa mampu mengetahui permasalahan yang ada didalamnya dan memahami 

kondisi permasalahan yang ada (Herdiana, 2019). 

Berdasarkan hasil pra riset yang telah peneliti lakukan bahwa sebeluml adanya 

programl smart village dil Kampung Tanjung Rejo, kondisi fisikl desa tidakl 

banyak diketahuil oleh lmasyarakat. Lokasil Kampung Tanjung Rejo yangl 

terletak jauhl dari pemerintahan kabupatenl kota sekitarl  20l km. 

Permasalahan penyelenggaraanl pelayanan yang sering terjadi yaitu pelayanan 

masihl dilakukan secaral manual sehinggal membutuhkan waktul yang llama, 

kurang responsive, prosedurl yang tidakl jelas, lberbelit-belitl dan terkadangl 

pihak pemerintahl kampung juga memungutl biaya agar mempermudah 

lpelayanan. Selanjutnya, tingkat kapasitas sumber daya manusia pemerintah 

kampung yang masih rendahl serta belum memiliki BUMDES dan UMKM 

Kampung sehingga tidak ada pendapatan yang masuk ke dalam kas Kampung. 

Pada awalnya Kampung Tanjung Rejo terpilih menjadi salah satu perwakilan 

Kabupaten Way Kanan dalam lomba kampung tingkat Provinsi Lampung 

pada tahun 2019. Lomba kampung adalah langkah komprehensif yang terarah, 

terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, dalam melaksanakan evaluasi dan 

pembinaan terhadap pemerintah kampung. Dengan ditetapkannya Kampung 

Tanjung Rejo sebagai juara satu Lomba Kampung tingkat Provinsi lampung, 

dan adanya salah satu program unggulan yaitu digitalisasi administrasi dan 

pelayanan di kampung. Harapannya dalam partisipasi Kampung Tanjung Rejo 

ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan kemudian dapat dijadikan 

percontohan bagi kampung-kampung lain khususnya di Kabupaten Way 

Kanan. 

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/71/V.12/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Smart 

Village Provinsi Lampung Tahun 2021 salah satunya yaitu Kampung Tanjung 

Rejo. Programl smart village diharapkan dapat memberikanl mind set l baru 
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bagil masyarakat kampung danl perangkat kampung. Sebagail desa pilot 

project l yang dijadikanl untuk tempatl launching lprogram, Kampungl Tanjung 

Rejo banyak melakukanl perubahan baikl perubahan lfisik, dan peningkatan 

kapasitasl sumber dayal manusia aparaturl kampung. Hall tersebut dilakukanl 

dalam mendukungl pelaksanaan programl smart village dil Kampung Tanjung 

Rejo. Bentuk implementasi program smart village berbasis digital yang telah 

dilakukan yaitu sistem pelayanan berbasis digital dengan menggunakan 

website kampung yang merupakan situs online dalam mempermudah 

pelayanan publik serta mempermudah masyarakat memperoleh berbagai 

informasi mengenai kampung.  

Pemerintah Kampung Tanjung Rejo bersama dengan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Way Kanan mengadakan program Pembinaan Desa Cinta 

Statistik (Desa Cantik). Program ini merupakan salah satu inovasi yang 

dilakukan BPS dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi 

birokrasi diseluruh kementrian atau lembaga di Indonesia dalam menunjang 

program smart village. Terwujudnya desa cantik sangat bermanfaat bagi 

pemutakhiran data yang dimiliki desa, jika data mutakhir maka arah 

pembangunan desa akan tepat sasaran. Pemuktahiran data yang telah 

dilakukan yaitu pemuktahiran data dasar keluarga pada tahun 2021. Keluaran 

dari program ini berupa inovasi data yang akan ditampilkan hingga ke tingkat 

desa, desa dalam angka, publikasi digital desa, pojok statistik desa, monografi 

desa, peta desa dan kemudian diagregasi di website desa dan diintegrasikan 

dengan satu portal data. 

Program smart village di Kampung Tanjung Rejo sudahl berjalan dengan baikl 

namun masihl belum loptimal. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Bapak Angga selaku penanggungjawab program di Kampung Tanjung 

Rejo bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam 

pelaksanaannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia baik dari aparat 

kampung maupun masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana serta 
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kurangnya pendampingan oleh pemerintah kabupaten seperti pendampingan 

dari tenaga profesional yang memahami tentang program smart village.  

Berdasarkanl fenomena-fenomenal tersebut penelitil tertarik untukl melakukan 

penelitianl bagaimana pelaksanaan Program Smart Village disana dengan judul 

“Implementasi Program Smart Village di Kampung Tanjung Rejo, 

Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanl latar belakangl yang telahl diuraikan di atas, makal rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalahl bagaimana implementasil Program Smart 

Village dil Kampung Tanjungl Rejo, Kecamatanl Negeri lAgung, Kabupatenl 

Way lKanan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkanl rumusan masalah diatas, makal tujuanl dari penelitian ini yaitul 

untuk menganalisis implementasi Program Smart Village di Kampung 

Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapunl manfaat penelitianl ini ladalah, sebagail berikut: 

1. Manfaatl Teoritis 

Hasill penelitian inil berguna untukl memperluas wawasanl peneliti, danl 

menambah penelitianl atau kajianl bagi perkembanganl ilmu administrasil 

negara, khususnyal yang berkaitanl dengan implementasi kebijakan lpublik. 
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2. Manfaatl Praktik 

Penelitianl ini memberikanl informasi danl masukan kepadal pihak-pihak 

yang terkait seperti aparat kampung, pemerintah kabupaten, organisasi 

masyarakat dan kelompok masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan 

program Smart Village dil Kampung Tanjungl Rejo, Kecamatanl Negeri 

lAgung, Kabupatenl Way lKanan. 



 
 

 

 

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitianl terdahulu digunakanl sebagai acuanl bagi penulisl dalam melakukanl 

penelitian sehinggal penulis dapatl memperkaya teoril yang digunakanl dalam 

mengkajil penelitian yangl dilakukan. Berikutl beberapa penelitianl terdahulu 

yangl relevan denganl penelitian lini. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil 

Pengembangan 
Konsep Smart 
Village bagi 
Desa-Desa di 
Indonesia (Dian 
Herdiana, 2019) 

Fokus dalam 
pengembangan konsep 
smart village bagi 
desa-desa di Indonesia 
dengan menggunakan 
tiga elemen pokok 
smart village yaitu 
smart lgovernment, 
smartl community danl 
smart environment.  

Hasill penelitian inil dilihat dari 
ketiga faktor tersebut menjadi 
dasar tercapainya tujuan 
pembangunan desa cerdas 
berupa hubungan cerdas, 
khususnya hubungan 
konstruktif yang bersumber dari 
hubungan 3 unsur desa cerdas. 
Oleh karena itu, sinergi berbasis 
pemanfaatan teknologi 
informasi dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa. 

Penerapan 
Model Smart 
Village dalam 
Pengembangan 
Desa Wisata: 
Studi pada Desa 
Wisata Boon 
Pring Sanankerto 
Turen 
Kabupaten 
Malang (Tia 

Berfokus untuk 
melihat analisis 
peluang dan tantangan 
smart village pada 
pengembangan desa 
wisata dari sisi smart 
people, smart 
government, smart 
economy, smart 
environmental dan 
smart promotion. 

Hasil penelitian ini berupa 
upaya penerapan smart village 
dalam pengembangan desa 
wisata, peluang dan tantangan 
dalam penerapannya, serta 
rekomendasi kepada 
stakeholder terkait. Upaya 
dalam penerapan smart village 
pada pengembangan desa wisata 
masih belum dilakukan secara 
optimal baik dari masyarakat 
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Subekti dan 
Ratnaningsih 
Damayanti, 
2019) 

maupun pemerintah. Hal 
tersebut terlihat karena 
minimnya pemanfaatan 
teknologi oleh masyarakat dan 
pemerintah dalam pengelolaan 
ekonomi. 

Desa Di Era 
Digital (Studi 
Kasus Tentang 
Inovasi Desa Di 
Desa Dermaji 
Kecamatan 
Lumbir 
Kabupaten 
Banyumas) Ali 
Rokhman (2020) 

Fokus penelitian ini 
yaitu berfokus pada 
bagaimana proses 
lahirnya inovasi di 
Desa Dermaji 
khususnya yang 
berkaitan dengan 
penggunaan teknologi 
informasi dengan 
menggunakan teori 
inovasi pelayanan 
publik. 

Pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan pelayanan 
yang ditentukan oleh undang-
undang bagi setiap warga 
negara, atas barang, jasa, dan 
pelayanan administrasi yang 
disediakan oleh badan 
penyelenggara pelayanan. (UU 
RI No. 25 Tahun 2009 tentang 
Keperluan Umum). 
Ketidakmampuan desa untuk 
memberikan layanan online 
secara langsung bukan karena 
hambatan teknologi melainkan 
karena keterbatasan 
kewenangan perangkat desa. 
Pemerintah desa hanya perlu 
membuat surat rekomendasi 
kepada atasan, kecamatan dan 
kabupaten. Hal ini menunjukan 
bahwa desa tidak memiliki 
otonomi dalam pelayanan 
publik. 

        Sumber : Diolah peneliti 2023
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Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

implementasi program smart village seperti penelitian Herdiana (2019)  

tentang pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia 

menunjukan bahwa terdapat hasill penelitian inil terdapat 3l (ltiga) elemenl 

pokok smartl village, yaknil smart lgovernment, smartl community danl smart 

environmentl yang menjadil dasar dalaml mencapai ltujuan. Ketiga faktor 

tersebut menjadi dasar tercapainya tujuan pembangunan desa cerdas berupa 

hubungan cerdas, khususnya hubungan konstruktif yang bersumber dari 

hubungan 3 unsur desa cerdas. Oleh karena itu, sinergi berbasis pemanfaatan 

teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Penelitian selanjutnya yang terkait yaitu penelitian tentang penerapan model  

smart village dalam pengembangan desa wisata (Tia Subekti dan 

Ratnaningsih Damayanti, 2019) dengan hasil penelitian ini berupa upaya 

penerapan smart village dalam pengembangan desa wisata, peluang dan 

tantangan dalam penerapannya, serta rekomendasi kepada stakeholder terkait. 

Upaya dalam penerapan smart village pada pengembangan desa wisata masih 

belum dilakukan secara optimal baik dari masyarakat maupun pemerintah. 

Hal tersebut terlihat karena minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat 

dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. 

Penelitian lain menurut Ali Rokhman (2020) hasil dari penelitian ini berupa 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi 

setiap warga negara, atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh badan penyelenggara pelayanan. (UU RI No. 25 Tahun 2009 

tentang Keperluan Umum). Ketidakmampuan desa untuk memberikan 

layanan online secara langsung bukan karena hambatan teknologi melainkan 

karena keterbatasan kewenangan perangkat desa. Pemerintah desa hanya perlu 

membuat surat rekomendasi kepada atasan, kecamatan dan kabupaten. Hal ini 

menunjukan bahwa desa tidak memiliki otonomi dalam pelayanan publik. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dengan 

penelitian penulis sekarang tentu memiliki persamaan dan perbedaan, adapun 

yang menjadi persamaan adalah ingin menganalisis program smart village, 

sedangkan yang menjadi perbedaan pada fokus dan lokus penelitian sehingga 

tidak menjamin persamaan dari hasil penelitian. Urgensi terkait penelitian 

tentang program smart village ini adalah sebelum adanya program smart 

village ini pelayanan administratif masih dilakukan secara manual, kurangnya 

sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia aparat yang 

berkualitas. Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 

2020 mengenai Pelaksanaan Program Smart Village Provinsi Lampung. 

Implementasi program smart village ini belum berjalan dengan maksimal dan 

masih terdapat beberapa permasalahan yang ada. Hal tersebut yang melatar 

belakangi peneliti mengambil penelitian terkait program smart village dimana 

peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program smart village di 

Kampung Tanjung Rejo. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan setiap keputusan khusunya dari pemerintah 

yang memberikan pengaruh kepada kehidupan bersama. Kebijakan publik 

memiliki arti sebagai pemecahan masalah dalam kehidupan bersama hari ini 

dan di masa yang akan datang. Kebijakan publik mengatur segala sesuatu 

dimana lembaga administrasi publik memiliki wewenang kebijakan publik 

dalam mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang 

sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat. Kebijakan publik 

merupakan kebijakan untuk publik yaitu kehidupan bersama, masyarakat, 

atau siapapun yang menjadi objek dari sebuah kebijakan (Nugroho, 2021).  
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Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39), Kebijakan merupakan 

sebuah rangkaian pilihan saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat 

pemerintahan atau lembaga pada bidang yang berkaitan dengan tugas 

pemerintahan seperti kesehatan, energi, pendidikan, pertahanan keamanan, 

kesejahteraan masyarakat, perkotaan, kriminalitas dan lain-lain. Menurut 

James E. Anderson yang dikutip leo agustino (2014:7) kebijakan publik 

merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berkaitan 

dengan sebuah permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam mengatasi 

permasalahan publik atau untuk kepenting publik. Dalam implementasi 

kebijakan biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mempunyai sifat 

yang mengikat dan memaksa. 

 

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kebijakan 

yang dibuat hanya akan menambah masalah baru dalam masyarakat apabila 

tidak berhasil dilaksanakan. Maka dari itu, implementasi kebijakan publik 

perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar 

kebijakan publik yang dilaksanakan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk 

merealisasikan tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi 

kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam 

merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Implementasi kebijakan publik tidak hanya mencangkup 

operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis saja akan 
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tetapi berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik tersebut bisa diterima, 

dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran. Implementasi kebijakan juga 

perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial 

yang memiliki pengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga 

kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Implementasi merupakan sebuahl kegiatan dalam mendistribusikanl keluaran 

kebijakanl yang dilaksanakan olehl para implementerl kepada kelompokl 

sasaran sebagail suatu cara dalam mecapai tujuan kebijakan. Tujuan 

kebijakan diharapkan akan ada ketika keluaran kebijakan dapat diterima dan 

digunakan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga mampu 

mewujudkan hasil kebijakan, implementasi terdiri dari banyakl macam 

lkegiatan, lbadan-badanl ditugasi olehl undang-undangl dengan tanggungjawab 

melaksanakan programl dengan berbagai sumberl yang diperlukan agarl 

implementasi berjalanl lancar. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010), berpendapat bahwa 

implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta baik secara kelompok maupun individu dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan tidak hanya 

berhubungan dengan mekanisme dari penjabaran keputusan politik akan 

tetapi implementasi erat kaitannya dengan lkonflik, keputusanl dan siapal yang 

memperolehl apa daril sebuah lkebijakan. Implementasil kebijakan publik 

adalahl sebuah kegiatanl yang bersifat interaktif tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Implementasil kebijakan mempunyai kesamaanl makna yaitul bahwa 

implementasil kebijakan publikl selalu beradal dalam lingkupl organisasi danl 

tidak beradal pada ruangl yang lvacum, mempunyai sumberl daya sepertil 

pelaksana kebijakanl tugas danl fungsi, lkomunikasi, hubunganl hirarki dan 

anggaranl dana. 
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Pendapat selanjutnya menurutl Daniel A. Mazmanian danl Paul Sabatier 

dalaml Tresiana dan Noverman (2019), berpendapat bahwa implementasi 

kebijakan merupakan pemahaman mengenai sebuah program yang menjadi 

fokus perhatian pemerintah yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Menurut 

lProf.H.Tachjanl dalam Tresiana dan Noverman (2019), mendefinisikanl 

implementasi sebagail proses kegiatanl administrasi yangl dilaksanakan 

sesudah kebijakanl ditetapkan dan disetujuil oleh semua pihak. Kemudian, 

menurutl Dunn dalam Tjilen (2019), berpendapat bahwa implementasil 

kebijakan merupakan aktivitasl dalam melakukan lkebijakan, yang berisil 

implementasi programl dan seringl terdapat berbagail permasalahan yangl 

cukup kompleksl serta membutuhkan sebuah tindakanl untuk mengatasinya. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta 

setelah kebijakan disepakati dan ditetapkan. 

Alasan implementasi kebijakan sangat diperlukan karena mengacu pada 

pandangan para ahli dimana setiap kebijakan yang sudah dibuat harus 

diimplementasikan. Maka dari itu, implementasi kebijakan sangat diperlukan 

karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkanl beberapa pengertianl 

diatas makal peneliti menyimpulkanl bahwa implementasil kebijakan 

merupakan sebuah kegiatanl yang dilaksanakan setelahl adanya perencanaanl 

suatu programl dalam mencapai tujuanl tertentu. Implementasil juga 

merupakan prosesl penerapan daril sebuah programl yang sudah disusun 

sebelumnyal dan selanjutnyal dilaksanakan untukl mencapai tujuanl tertentu. 

Implementasil dilaksanakan setelah adanya lkebijakan. Menurut peneliti 

implementasi kebijakanl publik yaitul tindakan yangl dilaksanakan olehl 

sebuah organisasil yang terdiri dari paral pelaksana kebijakanl dengan tujuanl 

untuk menyelesaikan permasalahanl yang adal sesuai denganl tujuan 

lkebijakan. 
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2.2.3 Model Implementasi Kebijakan 

Implementasil kebijakan akanl lebih mudahl dipahami apabilal menggunakan 

sebuah modell atau kerangkal pemikiran ltertentu. Suatul model akanl 

memberikan sebuah gambaranl kepada kital secara lengkapl mengenai suatul 

objek, lsituasi, ataul proses. lKomponen-komponenl apa sajal yang ada padal 

objek, situasil atau prosesl tersebut. Bagaimanal keterkaitan antaral komponen-

komponenl itu satul dengan llainnya. Modell implementasi kebijakanl tidak 

hanya satu, adal berbagai macaml model implementasi kebijakan sesuail 

dengan kerangkal berfikir pembuatl model ltersebut. Dalam uraian berikut inil 

terdapat beberapal macam modell yang akanl dibahas, tetapi hanya beberapal 

saja yangl dianggap cukupl penting untukl diperkenalkan. 

Terdapat beberapa model implementasi menurut para ahli yaitu: 

a. Menurut Merilee S. Grindel  

Menurut Grindle dalam Agustino (2014), berpendapat bahwa menilai 

sebuah kebijakan tentang berhasil atau tidaknya ditentukanl oleh 

tingkatl implementasi kebijakanl yang terdiril atas content l of policyl dan 

context l of lpolicy.  

Content l of policyl meliputi: 

1) Interest l Affected (lkepentingan-kepentinganl yang lmempengaruhi), 

yaitu berkaitanl dengan berbagail kepentingan yangl mempengaruhi 

suatul implementasi lkebijakan. Indikatorl ini beragumenl bahwa 

sebuah kebijakanl dalam pelaksanaannyal pasti melibatkanl banyak 

lkepentingan, danl sejauh mana kepentinganl tersebut membawal 

perubahan terhadapl implementasi. 

2) Typel of benefitsl (tipel manfaat), menurutl pola inil dalam sebuah 

kebijakanl harus terdapatl beberapa jenisl manfaat yangl 

menunjukan adanya dampakl positif yangl dihasilkan olehl 

pengimplementasian kebijakanl yang akan ldilaksanakan. 
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3) Extent l of changel Envision (derajatl perubahan yangl ingin ldicapai), 

menurutl pola inil setiap kebijakanl memiliki targetl yang akan 

ldicapai. Content l of policyl yang inginl dijelaskan padal pola inil 

yaitu seberapal besar perubahanl yang inginl dicapai melaluil suatu 

implementasil kebijakan harusl memiliki skalal yang ljelas. 

4) Sitel of Decisionl Making (letakl pengambilan lkeputusan) yaitu 

pengambilanl keputusan dalaml sebuah kebijakanl yang memegangl 

peranan pentingl dalam pelaksanaanl suatu lkebijakan, makal pada 

pengambilanl keputusan harusl dijelaskan letakl pengambilan 

keputusanl dari suatul kebijakan yangl akan ldiimplementasikan. 

5) Programl Implementer (pelaksanal program), yaknil dalam 

menjalankanl suatu kebijakanl atau programl harus didukungl 

dengan adanyal pelaksana kebijakanl yang kompetenl dan kapabell 

demi keberhasilanl suatu lkebijakan. 

6) Resourcesl Commited (lsumber-sumberl daya yangl digunakan), 

yaknil pelaksanaan suatul kebijakan harusl didukung olehl sumber 

daya yangl berkualitas dan mendukungl agar pelaksanaan berjalanl 

dengan lbaik. 

 

Context l of policyl meliputi: 

1) lPower, linterest, andl straregy of l actor involvedl (kekuasaan, 

kepentinganl dan strategil dari aktorl yang lterlibat), yaknil dalam 

suatul kebijakan perlul diperhitungkan antara kekuatanl atau 

lkekuasaan, kepentinganl serta strategil yang akan digunakanl para 

aktorl yang terkait dalam memperlancarl jalannya suatul 

implementasi lkebijakan. 

2) Institutionl and Regimel Characteristic (karakteristikl lembaga danl 

rezim yangl berkuasa), yaknil lingkungan dimanal suatu kebijakanl 

tersebut dilaksanakanl juga berpengaruhl terhadap lkeberhasilannya, 
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makal pada bagianl ini inginl menjelaskan mengenai karakteristik l 

dari suatul lembaga yangl akan turutl mempengaruhi suatul 

kebijakan. 

3) Compliancel on responsivenessl (tingkatl kepatuhan danl adanya 

responl dari lpelaksana), padal poin inil akan menjelaskan mengenai 

sejauhl mana kepatuhanl dan responl dari pelaksanal dalam 

menanggapil suatu lkebijakan. 

 

b. Menurut Vanl Meter danl Van Hornl  

Modell ini adalah model lklasik, yangl mengandaikan bahwal 

implementasi kebijakanl terlaksana secaral linear daril kebijakan lpublik, 

limplementor, danl kinerja kebijakanl publik. Modell proses 

implementasil yang dikemukakan oleh Vanl Meter danl Van Hornl pada 

dasarnyal tidak ditujukan dalam mengukurl dan menjelaskanl hasil 

akhirl dari kebijakanl pemerintah, namunl lebih kepadal mengukur danl 

menjelaskan tentangl tercapainya programl karena menurutnyal suatu 

kebijakanl mungkin diimplementasikan secaral efektif, tetapil akan 

gagall memperoleh dampakl substansial yangl sesuai karenal kebijakan 

tidakl tersusun denganl benar ataul karena keadaanl lainnya. 

Modell implementasi kebijakanl publik menurutl Van Meterl dan Vanl 

Horn terdapatl enam variablel yang mempengaruhil yaitu:  

1) Ukuranl dan Tujuanl Kebijakan 

Kinerjal implementasi kebijakanl dapat dinilai tingkatl 

keberhasilannya jikal ukuran danl tujuan daril kebijakan memangl 

realistis denganl sosio-kulturl yang terdapat dil level pelaksanal 

kebijakan. Ketikal ukuran ataul tujuan kebijakanl terlalu ideall untuk 

dilaksanakanl di levell warga, makal cukup sulitl merealisasikan 

kebijakanl hingga dapatl dikatakan lberhasil. 
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2) Sumberl Daya 

Keberhasilanl proses dari implementasil kebijakan sangatl 

tergantung daril kemampuan memanfaatkanl sumber dayal yang 

ltersedia. Manusial adalah sumberl daya yangl sangat penting dalaml 

menentukan suatul keberhasilan prosesl implementasi. lTahap-tahapl 

tertentu daril keseluruhan prosesl implementasi menuntutl adanya 

sumberl daya manusial yang berkualitasl sesuai denganl pekerjaan 

yangl disyaratkan olehl kebijakan yangl telah ditetapkanl secara 

lpolitik. Akan tetapil diluar sumberl daya lmanusia, sumberl daya 

lainl yang perlul dipertimbangkan yaitu  sumberl daya finansiall dan 

sumberl daya lwaktu. 

3) Karakteristikl Agen pelaksanal 

Pusatl perhatian padal agen pelaksanal meliputi organisasil formal 

danl organisasi informall yang akanl terlibat pengimplementasianl 

kebijakan lpublik. Hall ini sangatl penting karenal kinerja dari 

implementasil kebijakan publikl akan sangatl banyak dipengaruhil 

oleh lciri-ciril yang tepatl dan cocokl dengan agenl pelaksana. Selainl 

itu, cakupanl atau luasl wilayah implementasi kebijakanl juga perlul 

diperhitungkan, semakinl luas cakupanl implementasi kebijakanl 

maka semakinl besar pulal agen yangl dilibatkan. 

 

4) Sikapl Kecenderungan Paral Peaksana 

Sikapl penerimaan dan penolakanl dari pelaksanal akan sangatl 

banyak mempengaruhil tingkat keberhasilan ataul tidaknya kinerjal 

implementasi kebijakanl publik. Hall ini sangatl mungkin terjadil 

karena kebijakanl yang akan dijalankan bukanlahl hasil dari 

formulasil warga setempatl yang mengenall penuh tentang persoalanl 

dan permasalahanl yang merekal rasakan. Akan tetapil kebijakan 

yangl akan implementorl laksanakan adalahl kebijakan daril atas (topl 

down) yangl sangat mungkin paral pengambil keputusannyal tidak 
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mengetahuil kebutuhan, lkeinginan, ataul permasalahan yangl 

diinginkan. 

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi 

komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

implementasi, semakin sedikit kesalahan yang diasumsikan dan 

sebaliknya. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Pertimbangan terakhir dalam evaluasi kinerja kebijakan publik 

adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap 

keberhasilan kebijakan publik tidak ditentukan. Lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik yang menguntungkan dapat menjadi masalah. 

 

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah model 

yang akan digunakan penulis dalam menganalisis implementasi program 

smart village di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung, 

Kabupaten Way Kanan. Menurutl George lC. Edwardl III terdapatl empat faktorl 

yang mempengaruhil implementasi yaitul sebagai berikut: 

a. Komunikasil  

Komunikasi merupakan pencapaian implementasil kebijakan yang 

mensyaratkanl agar implementasi tahu l yang akan ldilakukan, arah capaian 

danl sasaran kebijakanl harus ditransmisikan kepadal kelompok sasaranl 

yang kemudian dapat mengurangil distorsi kebijakan. Terdapat tiga aspek 

yang dapat dipakai dalam menentukan keberhasilan komunikasi sebagai 

berikut: 

1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan komunikasi yang baik pula. Dalam implementasi 

kebijakan sering terjadi miskomunikasi, hal tersebut sering terjadi 
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karena komunikasi telah melalui beberapa tahapan birokrasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdistorsir ditengah jalan. 

2) Kejelasan, komunikasi yang didapat dalam proses implementasi 

kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan dalam 

penyampaian kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada 

tatanan tertentu, para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibelitas 

dalam pelaksanaan kebijakan.  

3) Konsistensi, perintah yang diberikan haruslahl konsisten danl jelas 

agar mudah untukl diterapkan serta ldijalankan. Karenal jika perintahl 

yang dilakukan seringl berubah- lubah, makal akan mengakibatkan 

kebingunganl bagi pelaksanaan dil lapangan. 

 

b. Sumberl daya  

Meskipun kebijakanl sudah dikomunikasikanl dengan ljelas, akan tetapil 

apabila sumberl daya yang dimiliki kurang, makal proses implementasil 

kebijakan yang akanl dilakukan tidak dapat berjalanl secara lefektif. 

Sumberl daya dapatl berupa sumberl daya manusial seperti adanya 

kompensasi implementorl dan sumberl daya finansiall sebagai berikut: 

1) lStaf, sumberl daya utamal dalam implementasil kebijakan yaitu lstaf. 

Gagalnya sebuah kebijakanl sering kali terjadil karena kurangnya stafl 

yang lmemadai, ataupunl tidak kompetenl dibidangnya.  

2) Sumber Informasi, yaitu informasi yang relevan dan berkaitan 

dengan bagaimana implementasi kebijakan. 

3) lWewenang, padal dasarnya wewenang harusl mempunyai sifat formall 

agar perintahl yang diberikan dapatl dilaksanakan. Wewenang 

merupakanl sebuah otoritasl atau legitimasil bagi paral pelaksana 

dalaml melaksanakan kebijakanl yang telah ditentukan secaral politik. 

4) lFasilitas, merupakanl salah satu aspek pentingl yang mendukung 

keberhasilan dalaml proses limplementasi. Jika fasilitasl seperti saranal 
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dan prasaranal mendukung makal proses implementasil kebijakan akanl 

berjalan dengan baik. 

 

c.  Disposisil 

Disposisil merupakan karakterl yang dimilikil oleh seorangl implementor 

sepertil jiwa komitmenl dalam tim, jujur dalam menjalankan tugas, dan 

mempunyai sifat demokratis. Jika seorang implementor mempunya 

disposisi yang baik maka proses implementasi akan berjalan dengan baik, 

dan sebaliknya ketika seorang implementor mempunya disposisi yang 

kurang baik maka proses dalam implementasi kebijakan akan berjalan 

tidak efektif. Menurut Edward III terdapat beberapa hall penting yangl 

perlu dipahami dari Disposisi sebagai berikut:  

1) Pengangkatanl birokrat, disposisil atau sikapl akan menimbulkanl 

beberapa hambatanl dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, oleh 

karena itu memilih dan mengangkat personil pelaksanaan kebijakan 

haruslah orang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang 

baik agar sistem pelayanan publik berjalan dengan optimal.  

2) Insentif, cara yangl dilakukan untukl mengatasi permasalahanl yang 

terjadi adalah dengan melakukan manipulasi linsentif. Padal umumnya 

orangl bertindak berdasarkan kepentinganl sendiri, makal 

memanipulasi insentifl oleh paral pembuat kebijakanl merupakan 

sebuah tindakanl pra pelaksanal kebijakan. 

 

d. Strukturl Birokrasi 

Struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

implementasi kebijakan. Beberapa aspek dalam struktur organisasi yaitu 

Standard Operating Procedure (SOP), dan fragmentasi. SOP merupakan 

sebuah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk 

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Sedangkan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab 
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kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dimana jika 

struktur organisasi panjangl maka akanl mengakibatkan melemahnya 

pengawasanl dan menimbulkanl sistem birokrasil yang rumitl dan kompleksl 

yang mengakibatkan kegiatan organisasil menjadi tidakl fleksibel. 

 

2.3 Pelayanan Publik 

Menurutl Undang-Undangl Nomor 25l Tahun 2009l Tentang Pelayananl Publik 

“Pelayananl publik adalahl segala bentukl kegiatan dalaml rangka lpengaturan, 

lpembinaan, lbimbingan, penyedianl fasilitas, jasal dan lainnyal yang 

dilaksanakanl oleh aparaturl pemerintah sebagail upaya pemenuhanl kebutuhan 

kepadal masyarakat sesuail ketentuan lperundang-undanganl yang lberlaku. 

Pelayananl publik adalahl seluruh aktivitasl atau kegiatanl pemerintah yangl 

ditujukan kepadal masyarakat untukl memenuhi kebutuhanl masyarakat sebagail 

warga lnegara. Pelayananl publik adalahl pemenuhan keinginanl dan kebutuhanl 

masyarakat olehl penyelenggara negaral sesuai denganl aturan danl tata caral 

yang telahl ditetapkan. Kebutuhanl dalam hall ini bukanlahl secara individuall 

akan tetapil berbagai kebutuhanl yang sesungguhnyal diharapkan olehl 

masyarakat, misall kebutuhan akanl kesehatan, pendidikanl dan llain- llain. 

Pelayananl publik harusl bisa dilaksanakanl dengan baikl sebagai bentukl 

pertanggungjawaban danl demi mendapatkanl kepercataan publikl kepada 

lnegara. 

Membangunl kepercayaan masyarakatl atas apal yang dilakukanl negara sebagail 

penyelenggara pelayananl publik merupakanl kegiatan yangl harus dilakukanl 

seiring denganl harapan danl tuntutan seluruhl warga negaral dan lpenduduk. 

Terdapat azas-azas dalam pelaksanaan pelayanan publik antar lain:  

1. lTransparansi, yaknil pelayanan yangl bersifat lterbuka, mudahl dan dapatl 

diakses olehl semua pihakl yang membutuhkanl dan disediakanl secara 

memadahil serta mudahl dimengerti.  
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2. lAkuntabiltas, yaknil pelayanan yangl dapat dipertanggungjawabkanl sesuai 

denganl ketentuan peraturanl perundang- lundangan.  

3. lKondisional, yaknil pelayanan yangl sesuai denganl kondisi danl 

kemampuan pemberil dan penerimal layanan denganl tetap berpegangl pada 

prinsipl efektivitas danl efisiensi.  

4. lPartisipatif, yaknil pelayanan yangl dapat mendorongl peran sertal 

masyarakat dalaml penyelenggaraan pelayananl publik denganl 

memperhatikan laspirasi, kebutuhanl dan harapanl masyarakat.  

5. Kesamaanl hak, yaitul pelayanan yangl tidak melakukanl diskrimiasi dilihatl 

dari aspekl apapun khususnyal suku, lras, lagama, lgolongan, statusl sosial 

danl lain- llain. 

6. Keseimbanganl hak danl kewajiban, yaitul pelayanan yangl 

mempertimbangkan aspekl keadilan antaral pemberi danl penerima 

pelayananl publik. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Program Smart Village 

2.4.1 Konsep Smart Village 

Smart l Village dirancangl sebagai gagasanl baru dalaml mengembangkan 

potensil dan sumberl daya ldesa. Konsepl smart villagel tidak tepisah daril 

pengaruh pengembanganl konsep smart l city. Desal pintar mampu 

memberikanl kesempatan kepadal masyarakat, pemerintahl dan lainnyal dalam 

membangunl desa yangl lebih baikl dengan memanfaatkanl potensi danl sumber 

dayal yang dimiliki. Konsepl smart villagel pada dasarnyal memanfaatkan 

potensil lokal ldesa, linfrastruktur, sumberl daya ldesa, danl peluang interaksil 

dengan wilayahl kota. Smart l village atau desal pintar disebutl sebagai 

minimalisl dari konsep smart l city karena secaral konsep dasarl dan 

implementasil terdapat persamaan, tinggall disesuaikan dengan beberapal hal 

karena hanya berbeda cakupan wilayah. (Assani et al., 2020) 
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Menurutl Wiswanadham (2010) menyatakan bahwa l smart villagel adalah 

suatu layananl yang memanfaatkanl teknologi informasil melaksanakan 

berbagai kegiatan desal yang dilaksanakan olehl masyarakat desal dengan 

efektifl dan lefisien. Smart l kampung ataul smart villagel adalah sebuah 

pengembanganl konsep masyarakatl desa yang ada dalaml suatu kelompok 

yangl mengatasi berbagai permasalahanl wilayahnya denganl memanfaatkan 

potensil sumber dayal yang mereka miliki secaral baik, lbijak, danl efesien sertal 

memperhatikan adatl istiadat danl budaya setempatl serta lnorma-normal yang 

berlakul (Baru et al., 2019). 

Pengembangan konsepl smart villagel bukan hanyal berfokus padal 

kecanggihan teknologil pada suatul desa melainkan berkaitan dengan 

perubahanl kondisi desal menjadi lebihl baik danl sejahtera denganl 

memaksimalkan pengelolaanl sumber daya yangl dimiliki secaral efektif dan 

efisienl serta lberkelanjutan. Konsepl smart villagel merupakan sesuatu yangl 

sangat berkaitan dan tidakl dapat terlepaskanl dari konsepl smart lcity. 

Pemerintahanl terendah dalaml struktur pemerintahanl di Indonesia yaitu 

beradal pada wilayahl desa, yangl memerlukan adanyal sebuah inovasi 

pembaharuanpada sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mempercepat perkembangan wilayah desa. Harus ada konsep bangunan yang 

mendasari karakteristik kawasan desa dengan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi, sehingga desa dapat mencapai sinergi antara pemerintah, 

masyarakat, dan lingkungan dengan menghormati nilai, karakteristik, dan 

standar yang dimiliki oleh desa (Herdiana, 2019). Memiliki karakteristik 

wilayah desa, masyarakat yang homogen dan budaya yang sangat kental 

menjadi salah satu alasan perlu adanya pengembangan wilayah desal berbasis 

peningkatan teknologil informasi danl komunikasi. 
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2.4.2 Variabel Smart Village 

Minimnyal pengkajian mengenai konsepl smart villagel jika dibandingkanl 

dengan konsepl smart lcity, menurut beberapal penelitian menyatakan bahwa 

dalaml peningkatan konsep smart l village  dapatl dilaksanakan denganl 

menggunakan variabell yang dikemukakanl oleh Giffingerl dengan pedomanl 

master planl smart cityl yang dikeluarkanl oleh lkemenkominfo. Variabel 

smart l village  sangat erat kaitannya dengan karakteristik wilayah dan visi 

pengembangan dalam meningkatkan pembangunan dan pengelolaan desa. 

Kesesuaian pengembangan konsep smart village dengan kondisi pedesaan  

yaitu pemerintahan yangl smart, masyarakat yangl smart danl lingkungan 

yangl smart. Sedangkanl smart lmobility, smart l transportation danl smart 

peoplel kurang sesuail jika diimplementasikanl pada ketercapaian program 

smart l village (Rachmawati, 2018).  

Terdapa tiga variabell ketercapaian dalaml konsep smart l village sebagail 

sebuah dasarl dalam pengimplementasian smart l village yangl sinergis antarl 

ketiga variabell terkait (Herdiana, 2019). Tigal dimensi indikatorl dalam smart l 

village sebagai berikut: 

a. Smart l Government 

Penyelenggaraanl tugas danl fungsi pemerintahl merupakan bentukl dari 

penyelenggaraanl pemerintahan danl dalam kasusl ini pemerintahl desa 

beradal di posisil terendah padal struktur organisasil pemerintah yangl 

memiliki kewenanganl dalam menyelenggarakanl pemerintahan secaral 

mandiri danl di dalamnyal termasuk pelayananl publik kepadal masyarakat 

sertal pembangunan desal (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2016). 

Pemanfaatanl teknologi informasil dan komunikasil dalam konsepl smart 

villagel pada pemerintahanl desa dapatl memudahkan lproses. Smart l 

Government merupakanl konsep ataul langkah lanjutanl dari le-government l 

yang memanfaatkanl teknologi danl informasi yangl digunakan olehl 
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pemerintah untukl kinerja yangl lebih lbaik. Tujuanl implementasi smart l 

government adalahl sebagai upayal dalam meningkatkanl kapasitas 

pelayananl dan kinerjal pemerintah secaral efektif, lefisien, lakuntabel, danl 

transparan. Dilakukannyal penataan manajemenl serta prosesl kerja dil 

lingkungan pemerintahl dengan memaksimalkanl penggunaan teknologil 

informasi danl komunikasi melaluil konsep pengembanganl e-government l 

yang berorientasil pada aktivitasl pengolahan danl pengelolaan datal serta 

linformasi, sisteml manajemen pekerjaanl secara lelektronik, danl 

pengaksesan layananl publik secaral murah danl mudah olehl masyarakat 

lluas. 

 

b.Smart Community 

Smart l community merupakanl sebuah komunitasl di manal anggota daril 

pemerintah ldaerah, lpembisnis, lpendidikan, lembagal maupun masyarakatl 

umum memahamil potensi teknologil informasi, danl membentuk suatul 

komunitas suksesl untuk bekerjal sama dalaml menggunakan teknologil dan 

mengubahl komunitas merekal dengan caral positif danl signifikan. Industril. 

Smart community ditandai dengan tingginya penguasaan digital dan 

keterbukaan pemikiran dari anggota masyarakat, seperti tingkat 

fleksibelitas dari setiap individu dan keinginan untuk terus belajar dan 

berkembang dan partisipasi dalam kehidupan bersama. 

 

c. Smart l Environment 

Pedesaanl memiliki ciril khas danl karakternya masing-masing yangl sangat 

berkaitanl dengan lingkunganl pedesaan. Pada konsepl smart villagel suatu 

lingkunganl bukan hanyal berorientasi padal lingkungan alam lsaja, namun 

mencakupl seluruh elemen yangl membentuk karakter desal yaitu tatananl 

sosial danl alam. Tatananl sosial pada lingkunganl pedesaan terdiril dari 

nilail adat danl budaya, sedangkanl pada tatananl alam terdiri dari 

pengelolaanl dan pemanfaatanl alam yangl lestari danl berkelanjutan 
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(Herdiana, 2019). Berdasarkan pada kebutuhan desa untuk memiliki 

insfrastruktur yang tepat, seperti jalan, jembatan,bangunan, saluran pipa, 

listrik dan sebagainya secara berkelanjutan. Smart environment berarti 

lingkungan cerdas di mana informasi dan layanan ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, misalnya keterkaitan masyarakat 

dalam aktifitas lingkungan maupun dalam pengelolaan energy 

terbaharukan dan penggunaan teknologi yang inovatif serta berdampak 

secara keberlanjutan. 

 

Program smart l village terdiri dari 5 kegiatan utama yaitu sebagai berikut: 

a. Jejaringl desa cerdasl 

Kegiatanl ini berfokusl pada inisiasil pengembangan pendekatanl 

pemerintah yangl terkoordinasi danl menyeluruh dalaml bentuk jejaringl 

desa cerdasl dengan paral pihak terkaitl secara nasionall dengan tujuanl 

meningkatkan pemanfaatanl teknologi digitall menuju transformasil 

desa. 

b. Dutal digital 

Pelaksanaan programl smart villagel didukung olehl pendamping tenis 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempunyai kedudukan 

ditingkat desa. Dimana duta digital ini akan memberikan 

pendampingan dan pengawasan pada kader-kaderl digital desal yang 

ditetapkanl oleh pemerintahl desa, meningkatkan literasil digital 

masyarakatl desa serta memfasilitasil masyarakat dalaml pelaksanaan 

inovasil sesuai denganl potensi yang dimiliki oleh ldesa. 

c. Peningkatanl kapasitas  

Peningkatanl kapasitas ini memiliki tujuan dalam mewujudkanl duta 

digitall yang professional danl mempunyai kemampuanl teknis dalaml 

pemanfaatan teknologil informasi dalam peningkatan layananl dasar 

sertal mendorong peningkatan pembangunanl dan pengembanganl 

potensi desal yang kreatifl serta linovatif. 
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d. Pengembanganl ruang komunikasi digitall 

Ruangl komunitas memiliki tujuan dalam mendukungl pelaksanaan 

lpembelajaran, kolaborasil dan pengembanganl inovasi serta pelayanan 

dil desa. Ruangl komunikasi digitall ini merupakanl sebuah ruangl yang 

digunakan dalam meningkatkanl kapasitas masyarakatl melalui 

pemanfaatanl teknologi linformasi. 

e. Monitoring danl Evaluasi 

Setelahl melakukan semual kegiatan ltersebut, kemudian akanl 

dilakukan monitoringl dan evaluasil dalam melihatl ketercapaian 

programl smart lvillage. Dimana melakukan penilaian apakah program 

berjalan dengan baik atau tidak, serta memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian program smart 

village. 
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2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berfikir adalah ringkasan yang 

mencerminkan hubungan antar variabel yang akan diteliti dan merupakan 

syarat untuk memecahkan masalah penelitian dan membentuk hipotesis 

penelitian dalam bentuk bagan yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif.  

Adapun kerangka berpikir untuk mengetahui jalan penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 Sumber diolah oleh peneliti tahun 2023

Peraturanl Gubernur Lampungl Nomor 36l Tahun 
2020l Tentang Pelaksanaanl Program Smartl Village 

Provinsil Lampung Tahunl 2020-2024l 

Teori George C. Edward III 
berpendapat bahwa terdapat 4 faktor 
yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan yaitu, 

a. Komunikasi 
b. Sumber daya 
c. Disposisi 
d. Struktur birokrasi 

Implementasi Program Smart Village di 
Kampung Tanjung Rejo Kecamatan 

Negeri Agung Kabupaten Way Kanan 

Optimalisasi implementasi 
program smart village di 

Kampung Tanjung Rejo, 
Kecamatan Negeri Agung, 

Kabupaten Way Kanan 



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipel penelitian yangl digunakan dalaml penelitian inil adalah tipel penelitian 

deskriptifl dengan pendekatanl metode lkualitatif.  Menurut Sugiyono (2013), 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada 

pemahaman mendalam, digunakan dalam meneliti pada situasi obyek yang 

alamiah, dimana seorang peneliti sebagai instrument inti, teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

kualitatif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.  

Peneliti memilik tipe penelitian deskriptif dengan pendekatanl kualitatif 

denganl alasan bahwa tipel penelitian deskriptifl dengan menggunakan 

pendekatanl kualitatif adalah tipe penelitianl yang cocok untukl digunakan 

dalam penelitian ini karena dengan tipe penelitian tersebut akan membuat 

peneliti menjadi lebih mudah memahami serta agar dapat menjabarkan dengan 

baik tentang apa yang telah dilakukan oleh aparat Kampung Tanjung Rejo 

sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana 

implementasi program smart village di Kampung Tanjung Rejo. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Permasalahan penelitianl bertumpu padal suatu fokusl penelitian. Fokusl 

penelitian adalah batasl masalah yangl terdapat dalam penelitianl kualitatif, 

dimanal fokus penelitian berisikanl mengenai permasalahan utama yangl 



    31 

sifatnya lumum. Fokus penelitian dalam penelitian yaitu berfokus pada 

pelaksanaan program smart village di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan 

Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Peneliti memberikan penjelasan pada 

maksud dan fokus penelitian dalam menyamarkan pamahaman dan cara 

pandang terhadap penelitian.  

Pelaksanaan program smart village di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan 

Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ini akan menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Edward III dalam melihat keberhasilan suatu program yang 

diimplementasikan terhadap beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

Komunikasi yang baik dapat dilihat dari bagaimana transmisi, kejelasan 

dan konsistensi dalam penyampaian informasi mengenai pelaksanaan 

program smart village di Kampung Tanjung Rejo. Komunikasi yang 

diberikan dalam penerapan program smart village kepada para pelaksana 

program sudah baik atau belum.  

b. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimaksud dalam pemenuhan keberhasilan 

implementasi program smart village dapat berwujud sumber daya 

manusia, informasi, wewenang dan fasilitas pendukung dalam 

pelaksanaan program.  

c. Disposisil 

Disposisil (tingkah laku pelaksana program), sikap dan komitmen dari 

implementor desa dalam menjalankan program smart village dapat dilihat 

dari pengangkatan birokrat (pelaksanan) program dan insentif. Faktor ini 

berupaya mengidentifikasi seberapa serius sikap serta komitmen dari 

implementor dalam implementasi program smart village. 

d. Strukturl Birokrasi 

Terstruktur atau tidaknya suatu birokrasi dapat diukur dari ketersediaan 

prosedur pengoprasian standar Standard Operating Prosedures (SOP) 
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atau aturan yang berlaku dan fragmentasi dengan melihat pembagian 

tanggungjawab yang emban. Indikator ini berupaya dalam 

mengidentifikasi struktur birokrasi dalam menjalankan impelementasi 

program smart village di Kampung Tanjung Rejo.  

 

 

3.3 Lokasi Penelitian  

Lokasil penelitian merupakanl suatu tempatl untuk melakukanl sebuah 

lpenelitian. Cara yangl tepat dalam menentukan tempatl penelitian yaitul dengan 

memahami dan mendalamil fokus sertal rumusan masalahl penelitian, agar bisa 

melihatl apakah terdapatl kesesuaian antara kenyataanl dilapangan menurutl 

Moleong (2013:128). Lokasil penelitian yang dilakukan oleh penelitil sesuai 

dengan judul penelitianl yang dilakukan yaitu bertempat di Kampung Tanjung 

Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan fokus peneliti 

dalam melakukan penelitian program smart village Kampung Tanjung Rejo. 

Alasanl peneliti memilihl lokasi Kampung Tanjung Rejo merupakanl salah satul 

desa yangl menerapkan Programl smart village. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumberl data penelitianl yang diperoleh yaitu berupal hasil wawancaral yang 

kemudianl diproses dalaml table triangulasil yang lterlampir. Sumber data yang 

penting dalam sebuah penelitian yaitu tindakan dan kata-kata, selanjutnya 

merupakan data tambahan misalnya dokumen dan lain sebagainya. Jenis l data 

yangl digunakan dalaml penelitian inil yaitu sebagai berikut: 

1. Datal Primer 

Datal primer adalah sumberl data yangl didapatkan secara langsungl dari 

sumberl asli atau tidakl melalui medial perantara. Metode penelitian yangl 

digunakan dalam mendapatkanl sebuah datal primer yaitul dengan metodel 
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observasi danl metode survey. Data primer dapat dikatakan sebuah opini 

subjek atau orang secara kelompok maupun individual, kegiatan atau 

sebuah kejadian nyata, hasil observasi mengenai sebuah benda dan hasil 

dari penelitian. Datal primer yangl akan diperoleh oleh penelitil berasal daril 

lapangan lpenelitian, melalui hasil observasi dan metode wawancara. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung 

dimana datal yang diperlukanl dalam penelitianl sebagai pelengkap 

informasil yang didapatkan daril sumber datal primer. Datal sekunder padal 

umumnya berupal sebuah dokumenl tertulis dan datal yang diperoleh daril 

berbagai medial elektronik maupunl cetak yangl berkaitan denganl 

implementasi programl smart village di Kampungl Tanjung Rejo. 

 

3.5 Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah utama dalam melakukan 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan 

data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditetapkan. Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, setting dan 

berbagai cara. Metode pengumpulanl data yangl digunakan dalaml penelitian 

inil yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancaral 

Wawancaral digunakan sebagail teknik pengumpulanl data ketika penelitil 

melakukan studil pendahuluan dalam menemukanl permasalahan yangl 

akan lditeliti, danl juga ketika penelitil ingin mengetahuil berbagai hall dari 

informan l yang lebihl mendalam dengan jumlahl informan yang sedikitl 

atau lkecil. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 
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informasi terkait pelaksanaan program smart village di Kampung Tanjung 

Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan..  

Berikut ini merupakan beberapa informan dalam wawancara yang akan 

peneliti wawancarai terkait dengan implementasi program smart village di 

Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 

Kanan. 

Tabel 2. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan  

1. Ketut Artike Sekretaris DPMD Kabupaten Way Kanan 
2. Sukirman Kepala Kampung Tanjung Rejo 

3. Angga Pangkuwinata Kaur Keuangan Kampung Tanjung Rejo 
sekaligus penanggung jawab program smart 
village 

4. Hendrik Kasi Perencanaan Kampung Tanjung Rejo 
sekaligus penanggung jawab program smart 
village 

5. Afifullah Operator Kampung Tanjung Rejo 

6.  Sumbadi Sekretaris Kampung Tanjung Rejo  
7. Ari Warga Kampung Tanjung Rejo 

8. Siti Warga Kampung Tanjung Rejo 

                   Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023 

2. Observasil 

Observasil adalah sebuah teknikl pengumpulan datal yang digunakanl dalam 

mengumpulkanl data primerl yang diperlukan denganl melakukan sebuah 

pengamatanl secara langsungl terhadap objekl penelitian. Proses observasi 

dilakukan agar peneliti dapat melihat dan menilai secara langsung objek 

penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melihat dan 

mengamati langsung bagaimana jalannya program smart village di 

Kampung Tanjung Rejo kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 

Kanan.. 

3. Dokumentasil 

Selainl metode observasil dan lwawancara, penelitian kualitatifl juga dapatl 

menggunakan berbagail dokumen dalaml menjawab pertanyaanl yang 
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lterarah. Dimana apabilal tersedia dokumenl maka dapatl memperluas 

pemahamanl dan informasil untuk lpenelitian. Pada penelitian ini, data-data 

yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen tertulis yang 

berkaitan dengan Implementasi Program Smart Village di Kampung 

Tanjung Rejo yang dimiliki oleh Kampung Tanjung Rejo, berikut 

merupakan dokumen yang digunakan pada penelitian ini: 

 

Tabel 3. Dokumentasi 

No Dokumen Substansi 

1. Peraturan Gubernur 
Lampung No.36 Tahun 
2020 

Pelaksanaan Smart Village Provinsi 
Lampung 2020-2024 

2. SK Gubernur Lampung 
Nomor: 
G/71/V.12/HK/2021 

Penetapan Lokasi Sasaran Program Smart 
Village Provinsi Lampung Tahun 2021 

3. Profil Kampung Tanjung 
Rejo 

Gambaran Umum Kampung, Visi dan 
Misi Kampung 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Dalam menghasilkanl dan memperolehl data yangl akurat danl objektif sesuail 

dengan apal yang menjadil tujuan dalaml penelitian lini, makal analisis datal 

yang digunakanl yaitu teknik analisisl data kualitatifl dengan caral analisis 

konteksl dan telaahl pustaka danl juga analisis pernyataanl dari hasill wawancara 

berdasarkan informasi daril informan atau narasumber. Teknik analisi data l 

dalam penelitianl ini yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksil Data 

Reduksil data merupakan datal yang diperoleh dilokasi penelitianl atau datal 

lapangan yang digunakan dalaml uraian laporanl lengkap danl terperinci. 

Dalaml bentuk yangl menajamkan, lmengarahkan, menggolongkan dan 

membuangl yang tidakl perlu serta mengorganisasil data denganl cara 
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sedemikianl rupa sehinggal dapat menarik kesimpulanl akhir, diverifikasi 

serta difokuskan pada datal yang lpenting. 

 

2. Penyajianl Data 

Penyajianl data sangat bergunal karena dapat memudahkanl peneliti dalam 

melihatl gambaran secaral keseluruhan ataul bagian tertentul dari lpenelitian. 

Batasanl yang diberikanl dalam penyajianl data merupakan sekumpulanl 

informasi yangl sudah disusun danl memberi kemungkinanl adanya 

penarikanl kesimpulan danl pengambilan ltindakan. Dalaml penelitian inil 

penyajian datal menggunakan bentukl uraian lsingkat, lbagan, hubunganl 

antar kategoril atau sejenisnyal dan penyajianl data yangl dilakukan adalahl 

dengan menggunakan teksl naratif danl gambar yangl sejenis. 

 

3. Penarikanl Kesimpulan 

Penarikanl kesimpulan adalah hall yang digunakanl dalam melakukanl 

sebuah verifikasil secara terusl menerus selama prosesl penelitian masih 

berjalan yaitul dapat dilakukan sejakl awal memasukil lokasi penelitianl dan 

selama prosesl pengumpulan ldata. Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti dari serangkaian kategori 

hasil penelitian sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang 

peneliti lakukan. 

 

3.7  Teknik Keabsahan Data 

Untuk menentukan keabsahanl data dalaml penelitian kualitatifl harus 

memenuhil beberapa lpersyaratan. Menurut Moleong (2016), menyatakan 

bahwa kebasahan data merupakan standar validitas data yang diperoleh. 

Kriteria validitas data adalah sebagai berikut: 
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1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Derajat kepercayaan (Credibility) digunakan dalam menunjukan 

kredibilitas atau kepercayaan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan 

bahwa apal yang dilaporkanl oleh penelitil dengan apal yang sesungguhnyal 

terjadi mempunyai persamaan. Kegiatan yangl dilakukan oleh penelitil agar 

hasill dari penelitianl yang dilakukan dapatl dipercaya adalah dengan cara 

triangulasi. Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan 

data yaitu:  (1) Triangulasil sumber dilakukanl dengan caral mengecek datal 

yang telahl diperoleh melaluil beberapa lsumber. (2) Triangulasil teknik 

dilakukanl dengan mengecekl sebuah datal terhadap sumber yangl sama 

denganl teknik yangl berbeda. Misalnyal data yangl diperoleh dengan 

wawancaral kemudian dicekl kembali denganl observasi dan dokumentasi. 

(3) Triangulasil waktu yaitu datal yangl diperoleh daril hasil wawancaral 

atau observasil dalam waktu danl situasi yangl berbeda. 

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan salah satu saja dari ketiga 

macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber. Peneliti 

melakukan pengecekan dengan menggunakan cara triangulasi sumber 

yaitu membandingkan hasil data yang didapat melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber 

yang berbeda. Teknik yang sama artinya mengajukan pertanyaan yang 

sama dalam melakukan wawancara terkait dengan implementasi program 

smart village kepada para informan sesuai dengan pedoman wawancara 

yang telah peneliti buat. 

2. Transferbility 

Transferbility merupakan pemeriksaanl keteralihan datal dalam penelitianl 

yang dilakukanl dengan uraianl rinci denganl melaporkan hasill penelitian 

setelitil dan secermatl mungkin yangl menggambarkan konteksl dimana 

lokasil penelitian. 
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3. Dependability 

Dependability adalah sebuah penelitian yang dilakukanl dengan 

melakukanl audit pada seluruh prosesl penelitian. Hasill dari penelitianl 

yang dilakukan akan dinyatakanl tidak dependablel apabila datal penelitian 

adal namun prosesl penelitian tidakl ada ataul tidak ldilakukan. 

4. Confirmabilityl 

Confirmabilityl atau sering disebutl sebagai objektivitas lpenelitian. 

Penelitianl dapat dikatakanl objektif apabila hasill penelitian sudah disetujui 

olehl banyak lorang. Ujil Confirmability sama denganl uji ldependability, 

sehinggal penggunaannya dapatl dilaksanakan secaral bersamaan. Pengujian 

terhadap confirmability dilaksanakan selama proses penelitian 

berlangsung agar setiap hasil penelitian adalah sebuah keluaran dari 

proses.



 
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

tentang implementasi program smart village di Kampung Tanjung Rejo 

berdasarkan faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III 

maka diperoleh kesimpulan bahwa; pertama yaitu faktor komunikasi dimana 

komunikasi mengenai program dalam aspek transmisi, kejelasan dan 

konsistensi sudah dikomunikasikan dengan jelas melalui sosialisasi dan 

bimbingan teknis. Kedua, yaitu sumberdaya, jika dilihat dari apek wewenang 

dan informasi sudah baik namun dilihat dari aspek sumber daya manusia belum 

maksimal karena ada beberapa aparat yang belum memahami dan mengerti 

bagaimana pelaksanaan program smart village serta fasilitas pendukung yang 

belum memadai karena keterbatasan anggaran dana yang diperoleh. Ketiga, 

yaitu disposisi dengan aspek pengangkatan birokrat sudah dilakukan 

penjaringan untuk beberapa posisi di pemerintahan kampung, serta bagian 

insentif hanya didapatkan pada awal Kampung Tanjung Rejo ditetapkan 

sebagai lokus sasaran program smart village. Keempat, struktur birokrasi, 

dimana aspek SOP belum ada dan masih dalam proses perencanaan dan 

fragmentasi telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing aparat kampung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Perlu adanya sosialisasi dan rapat rutin yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada aparat Kampung agar 

implementasi program tidak terpusat pada smart government atau 

pemerintah yang cerdas dalam memberikan pelayanan berbasis digital. 

b. Dalam upaya meningkatkan implementasi program diperlukan adanya 

bimbingan teknis dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

bagi pelaksana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal. 

c. Perlu adanya Standar Operating Procedure (SOP) khusus untuk 

pelaksanaan program smart village agar lebih efektif dalam pelaksanaan 

dan pembagian tupoksi, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dalam 

implementasi program. 
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